
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7T .fahun 2020 tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 165 peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupiti tentang Sisilm
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangai
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 200+
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5SS7) sebagaimana tetatr
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran IVegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2\lg tentang
Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tatrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17g1);

1 1 . Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5gg9 Tahun
2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1).

Menetapkan

MEMUTUSi(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

AKUNTANSI

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten

Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DpRD, dan ditetapkan dengarr
peraturan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD ada_lah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengeloiaan keuangan daerah.



7

B

9

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adajah kepala satuan t<e4a pengetota

!91anSan daerah yang selanjutnya disebut aingan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanj utnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakal
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
penggunaan barang milik daerah.

tugas pokok

kewenangan

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang ditreri kuasa untuk
melaksanal<an sebagian tugas BUD.

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanal<an sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKpD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKpD.

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggunglar.r,abkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan ApBD pada
SKPD.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

16. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian iaporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

17. Standar Akuntalsi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dJam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

18. Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan yang
selanjutnya disingkat pSAp adalah SAp yang diberi judu!
nomor dan tanggal efektif.

19. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan
dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

20. Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah aaaLn prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.



21.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah

22. Unit Kerja adalah bagian dari SKpD yang meiaksanakan satu
atau beberapa program.

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampun!
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk,rr.-bry"i
seluruh pengeluaran daerah.

24. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa iainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

25. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristirva lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

26. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, ker,r.ajiban, ekuitas, pendapatan_daerah, belanja,
pembiayaan, pendapatan-laporan operasional dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan.

27. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

28. Pengungkapan ada_lah laporan keuangan yang menyajikan
secara iengkap informasi yang dibutuhkan oieh pengguna.

29. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disinglat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan daerah, belanja, surplus/ defisit_LRA,
pembiayaan daerah, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

30. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKpA, koreksi dan SAL akhir.

31 . Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

32.l,aporan Operasional ,yang selanjutnya disingkat LO adatah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas p.lapo.an 5,angtercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/aefisii
operasional dari suatu entitas pelaporan y".rg p..ry.ji"rr.ry.
disandingkan dengan periode sebelumnva.

33. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
Iaporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perutrahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.



34. I.aporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LpEadalah laporan yang menyajikan lnformasi riengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas iwat,
surplus/defi sit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

35. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajit<an lnformasi teniang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LpE, Neraca dan
lAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

36. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyetenggailkan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

37. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri darisatu atau iebih entitas akuntansi atau entitai pelaporan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungj"*"6"., berrfpa
laporan keuangan.

38. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dilam
p.lod. tahun anggaran- yang bersangkulan yang menjadi
hak Pemerintah Daerah dan tidak periu dibayar t eirOati otef,
Pemerintah Daerah.

39. Pendapatan-LO adala-L hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 

"-rggr..r,yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
40. Belanja ddalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

YT"- Daerah yang mengurangi Saldo anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembaji oleh p"--".i.rt"t
daerah.

41. Beban adaiah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, y"rg
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atar]
timbulnya kewajiban.

42. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

43. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai ikibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosialdi masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyara-kat
umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

44. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi Pemerintah Daerah.

45. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintai
Daerah.

46. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agarakun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharuinya.



47. Pen5resuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik al<untansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca sa-ldo, dan
penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. Lo;
e. LAK;
f. LPE; dan
s. CALK.

Pasal 3

(3) SAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang,
utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi beqalan atau pada periode yang be4'alan.

atas:
a. sistern akuntansi SKPD; dan
b. sistern akuntansi SKPKD.
Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakua., da.,
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan_
LRA, beianja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKpD.
Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
keu,ajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan
laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporaa
keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

(s)

(6)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, maka peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN , M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 I 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NJUK TAHUN 2023 NOMOR 40

uai dengan aslinya
PALA GIAN HUKUM,

S T SNO ,M.Si
PemLlina
NIP. 196 0t 199202 1 001

ttd


